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Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan
menganalisis hasil Implementasi Program Pengurangan Emisi Karbon Di
Kampung Lakan Bilem Kecamtan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat. Mengetahui
bagaimana pelaksanaan Program Pengurangan Emisi Karbon yang ada di
Kampung Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan, dimulai kinerja Perencanaan dan
Sistem Pengelolaan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diproleh dengan
menggunakan Teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendedskripsikan
secara mendalam mengenai Implementasi Program Pengurangan Emisi Karbon
Di Kampung Lakan Bilem Kecamtan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat. Analisis
data model interaktif dari Miles dan a. Huberman, yang diawali dengan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan/verifikasi.

Penelitian dari Implementasi Program Pengurangan Emisi Karbon
terdiri dari 4 (Empat) Indikator yaitu, Sosialisasi, Sistem Pengelolaan, Kondisi
Lingkungan dan Ekonomi. Hasil Penelitian menunjukan belum maksimalnya
penerapan dalam pengimplementasi Program Pengurangan Emisi Karbon
Tentang Pengelolaan Program Emisi Karbon di Masyarakat Lakan Bilem karena
masih ditemukannya faktor penghambat dalam pengimplementasi dari Program
tersebut seperti,kurangnya pemahaman terhadap Program Emisi Karbon Oleh
Masyarakat, Sistem Pelakasanaan, dan keadaan lingkungan.

Kata Kunci: implementasi, program pengurangan emisi karbon

Pendahuluan

Salah satu Program Pengurangan Emisi Karbon atau Forest Carbon
Partnership Facility-Carbon (FCPF- Carbon Fund) merupakan mengurangi emisi
karbon dari dampak deforestasi dan degradasi hutan yang diakibatkan berbagai
penebangan liar dan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sesuai dengan
yang tertuang dalam Peraturan menteri kehutanan No. 30 Tahun 2009 Tentang
Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan. ini juga
akan mendukung
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peningkatan tata kelola lahan dan mata pencaharian lokal, serta melindungi habitat
berbagai spesies yang hampir punah. melalui kegiatan program pengurangan emisi
karbon ini dapat memperbaiki hutan, peningkatan jumlah perkebunan skala kecil,
dan dukungan dalam penyusunan pengelolaan hutan yang ada pada Kabupaten
Kutai Barat.

Mengapa Program Pengurangan Emisi Karbon sangat diperlukan, dalam
Peraturan Menteri Kehutanan Tahun 2009 No. 30 Pasal 2 Ayat (1) Menyebutkan
bahwa “Maksud dari kegiatan REDD adalah untuk mencegah dan mengurangi emisi
dari deforestasi dan degradasi hutan dalam rangka memantapkan tata kelola
kehutanan” serta juga Ayat (2) mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan REDD
adalah untuk menekan terjadinya defore stasi dandegradasi hutan dalam rangka
mencapai pengelolaan hutan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Ayat ini menunjukan bahwa perlindungan hutan dari kegiatan
deforestasi dan degradasi sangat penting dalam tata kelola hutan dalam rangka
mencapai hutan yang berkelanjutkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di Kabupaten Kutai Barat.

Terutama Hutan yang berada di Kabupaten Kutai Barat khususnya
Kampung Lakan Bilem sangat perlu karena masyarakat sendiri banyak yang
membuka lahan untuk menanam padi Tradisional (Padi Gunung) dengan cara sistem
membakar dan menebang pohon secara berlebihan sehingga membuat hutan lakan
bilem itu sendiri mengalami kerusakan yang sangat parah sehingga perlu nya dalam
melastarikan kembali hutan menjadi semula dengan cara melakukan pengurangan
emisi karbon dengan cara menjaga Berbagai jenis pohon-pohon dan menanam
kembali pohon yang telah dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Proses Program Pengurangan Emisi Karbon mempunyai banyak masalah
yang mana kita ketahui bahwa Kabupaten Kutai Barat itu sendiri terdapat
perusahan-perusahan tambang batubara, sawit dan penebangan hutan secara liar
sehingga terjadi nya kerusakan lingkungan dimana-mana. wilayah Kutai Barat
semakin lama semakin habis akibat eksploitasi secara besar- besaran dan tanpa
adanya konservasi hutan. Peran Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat sangat
diperlukan dalam perlindungan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Barat,
agar hutan dapat dijaga dengan sangat baik serta digunakan dengan sebaik-baiknya.

Kampung lakan bilem merupakan Kampung yang terletak di Kecamatan
Nyuatan Kabupaten Kutai Barat yang memiliki luas sekitar 81,10 KM?2 yang jumlah
penduduk 370 jiwa dengan mayoritas penduduk nya adalah suku benuaqg dan tujung
dengan rata-rata masyarakat nya memeluk agama kristen protestan. Pendapatan
masyarakat sendiri adalah sektor pertanian, perternakan dan perkebunan. Kampung
Lakan Bilem memiliki banyak kekayaan hutan yang berlimpah contoh nya Rotan,
Damar dan Bermacam-macam kayu yang patuh dilindungi. Terdapat juga berbagai
pohon yang masih ada Di kampung lakan bilem yaitu pohon meranti, pohon kapur,
dan pohon bengkirai yang masih terjaga. Bukan itu saja untuk sektor wisata di
Kampung Lakan Bilem sendiri menjadi destinasi yang banyak dikunjungi oleh
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Wisatawan berbagai macam daerah yaitu Air Terjun, Gunung S, dan
Perkemahan Batuq Buraq yang dikelola oleh Pemerintah Kampung Lakan Bilem.
Oleh sebab itu Implementasi Program Pengurangan Emisi Karbon di Kawasan
Hutan Lakan Bilem diharapkan dapat menjadi pemikiran atau acuan kepada
masyarakat kampung lakan bilem bahwa pentingnya melindungi dan menjaga
hutan-hutan dari bentuk kegiatan deforestasi dan degradasi.

Suatu Implementasi Program Pengurangan Emisi Karbon adalah upaya
dalam pengelolaan hutan dan mengurangi emisi karbon dari dampak deforestasi
dan degradasi hutan. demi mencegah dan melindungi dari berbagai kerusakan
hutan yang berdampak dari kegiatan deforestasi dan degradasi yang dapat
merugikan Masyarakat Kabaputen Kutai Barat di sektor pengelolaan hutan yang
dimana terdapat berbagai mata pencaharian Masyarakat Kutai Barat berasal dari
hutan contohnya rotan, Damar, Kayu. Dalam peraturan daerah Kabupaten Kutai
Barat nomor 18 tahun 2002 yang tertuang pada pasal 20 ayat (1).

Dengan adanya Pelaksanaan Implementasi Program Pengurangan Emisi
di Kampung Lakan bilem mampu mengurangi Emisi Karbon, meningkatkan
perlindungan kawasan hutan, dan mengurangi tingkat pembalakan liar, sehingga
memberikan pemahaman kepada Masyarakat bahwa penting nya menjaga hutan
dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan serta meningkatkan perekonomian
masyarakat secara berkelanjutan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk
menganalisis dan mengangkat judul penelitian Implementasi Program
Pengurangan Emisi Karbon Di Kampung Lakan Bilem Karbon Kecamatan
Nyuatan Kabupaten Kutai Barat.

Kerangka Dasar Teori
Pengertian Implementasi

To Implement berasal dari bahasa inggris yang berarti mengimplementasi
atau implementasi. Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh Hanifah
Harsono, bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian
keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana
implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses
penyempurnaan akhir. Implementasi juga diartikan sebagai melaksanakan atau
penerapan dalam menjalankan rencana yang telah dirancang secara rinci dan tepat
yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan.Menurut Mazmanian dan Sebatier (Waluyo,
2007:49), menyebutkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan
kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula
berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting
atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah
yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin
dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses
implementasinya. Sehingga, keputusan tersebut
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Mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara
tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk
menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai
aktivitas yang saling menyesuaikan.

Proses Implementasi

Implementasi secara langsung melalui sejumlah tahapan yang tertentu
seperti tahapan pengesahan undang-undang yang dilakukan oleh pihak-pihak
yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang
bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan.
Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan
dampak terhadap sesuatu berupa undang-undang, peraturan pemerintah,
keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga
pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Dikemukan oleh Prana Wastra dkk, sebuah aktivitas yang dikerjakan
karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi
kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, kapan pelaksanaan, serta
kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri, semua itu sudah
direncanakan pada awal waktu. Sedangkan menurut Agustino, bahwa
implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan
melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan
mendapatkansuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu
sendiri.

Tujuan Implementasi

Untuk mengetahui sebarapa baik dalam kemampuan masyarakat dalam
menjalankan dan mengetahui tingkat keberhasilan suatu aturan atau kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Implementasi sendiri adalah apa yang
terjadi setelah undang-undang dikeluarkan, Implementasi sebagai mencakup
sebuah tindakantindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang
dimaksud untuk membuat program berjalan menurut Ripley dan Franklin dalam
(Nurliah, 2016). Implementasi dengan tujuan melalui tahapan dan proses yang
panjang agar sistem tidak terjadi nya kendala yang dapat ditimbulkan kepada
pengguna sistem tersebut. Menurut Grindle, memberikan pandangannya tentang
implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi
adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa
direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Adapun tujuan
dari adanya proses implementasi adalah sebagai berikut:
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1. untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh
individu maupun kelompok.

2. untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan
rencana atau kebijakan.

3. untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai didalam
perencanaanatau kebijakan yang telah dirancang

4. untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu
kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.

5. untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang
telah dirancang demi perbaikan.

Jenis-Jenis Implementasi
Implementasi Sistem
Implementasi Strategi
Implementasi Keperawatan
Implementasi Kebijakan
Implementasi Kebijakan Publik

P00 oW

Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam subarsono (2005), yaitu:
Standar dan sasaran kebijakan

Sumber daya

Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Karakteristik agen pelaksana

Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Disposisi implementor

o Qoo

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan public adalah mengacu pada tindakan yang
diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan.
Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam
siklus penerapan kebijakan publik.

Menurut Waluyo (2007:50-57), implementasi kebijakan merupakan
terjemahan kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pertanyaan-
pertanyaan umum yang berisikan tujuan, sasaran ke dalam program-program
yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya dimaksudkan untuk
mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam
kebijakan tersebut

Kemudian menurut Soenarko (Syahida, 2014:12), “kebijakan publik
adalah merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang
berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan
keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan
keinginan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.
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Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik
merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan
ditetapkan dan disetujui.

Tindakan ini berusaha untuk menggubah keputusan-keputusan tersebut
menjadi pola-pola oprasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan
besar atau kecil sebagaiman yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi
pada hakikatnya adalah uapaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah
sebuah program dilaksanakan.

Proses tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan
peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana,
ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata
keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebgaimana yang
telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau
peraturan perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut
beberapa hal penting yakni penyiapan sumber daya, metode, penerjemahan
kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan.

Program

Menurut Gittinger dalam Suharto (2005: 30) yang mengatakan bahwa
program pada dasarnya adalah kumpulan kegiatan yang dapat dihimpun dalam
suatu kelompok yang sama secara mandiri atau bersama-sama untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang sama. Pariata Westra dkk, program adalah rumusan yang
membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara
pelaksanaannya

Menurut Sondang.P. Siagian, bahwa perumusan program Kkerja
merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam sebuah hubungannya dengan
sebuah pembangunan nasional program kerja yang mana dapat terwujud berbagai
macam bentuk dan kegiatan. Sehingga, program adalah sebuah serangkaian
dalam tindakan atau aktivitas untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
yang ditetapkan

Pengertian Emisi Karbon

Pengurangan emisi karbon yang disebabkan oleh deforestasi dan
degradasi hutan, perlindungan stok karbon hutan, pengelolaan hutan
berkelanjutan dan peningkatan karbon. Program Pengurangan Emisi karbon atau
biasa disebut REDD+ yang berkontribusi pada pencapaian pengurangan emisi
secara nasional dan internasional melalui pendekatan nasional dan pelaksanaan
sub-nasional.

Menurut  Wibisono (2010), dalam pelakasanaan REDD+ perlu
memperhatikan prinsip-prinsip pelaksanaan sehingga REDD+ dapat mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkannya antara lain:

1. Efektif,
2. Efisien,
3. Berkeadilan,
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4. Sosialisasi,
5. Pembayaran insentifnya berbasis kinerja.

Skema pengalihan tanggung jawab dalam mekanisme REDD lebih
dikenal sebagai carbon offset yaitu program atau proyek untuk menyelamatkan
terlepasnya emisi ke atmosfer yang berasal dari sektor kehutanan (Setiawan,
2014). Carbon offset merupakan program untuk mengkompensasikan emisi yang
dikeluarkan oleh suatu pihak. Hal tersebut dilakukan dengan membayar pihak lain
untuk melakukan usaha penyerapan emisi gas karbon atau menghindari emisi gas
karbon. Konsep carbon offset bermaksud sebagai pengganti (meng “offset”) emisi
karbon yang telah dikeluarkan (Setiawan, 2014). Hal ini bertujuan untuk
membangun komitmen kuat atas kerjasama terkait dengan pengurangan emisi gas
karbon.

Kampung

Dalam Peraturan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang desa,
desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mangatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R.H Unang Soenardjo, pengertian kampung adalah suatu
kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu
wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat
kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memliki kepentingan
politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang memiliki sususan pengurus yang
dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Metode Penelitian

Berdasarkan judul penelitian Implementasi Program Pengurangan Emisi
Karbon Di Kampung Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat
maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan
pendekatan studi kasus yaitu penelitian yang menggunakan metode-metode untuk
mengeksplorasi dan memahami makna oleh jumlah individu atau kelompok.
Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti
mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang
spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif melalui tema-tema
yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data laporan akhir
untuk penelitian ini memiliki struktur dan kerangka yang fleksibel. Tujuan
penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana
Pemerintah Daerah Dan Kampung Dalam implementasi program Pengurangan
Emisi Karbon Di Kampung Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai
Barat.
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Hasil Penelitian dan Pembahasan
Implementasi Program Pengurangan Emisi Karbon

Sistem Pengurangan Emisi Karbon adalah sebuah Program yang
mengurangai dampak deforestasi dan degradasi hutan serta megelola areal hutan
secara baik. pelaksanaan Program Pengurangan Emisi Karbon dapat dilakukan
melalui Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan. Pengurangan
Emisi Karbon (ERP) atau Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund
(FCPF-Carbon Fund) merupakan program dalam pencapaian pengurangan emisi
karbon secara nasional dan internasional yang diberikan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup danKehutanan yang merupakan solusi dalam menurunkan
emisi gasrumah kaca yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan sawit,
perkebunan kayu, dan pertambangan.

Dimasa sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan saat ini
kian mengalami kerusakan yang secara langsung dapat mempemgaruhi habitat-
habitat yang berada dalam hutan, keberadaan perusahan-perusahan yang
berkembang pesat saat ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat dan
lingkungan hidup.

Dampak dari emisi karbon meningkatkan pemanasan secara global yang
sebabkan melalui Pembakaran hutan dan menebang pohon sehingga dapat
mengubah lingkungan seperti kemarau, longsor, dan banjir.

Suatu kebijakan dibuat diharapkan dapat menjadi jawaban atas masalah
yang dihadapi Pemerintah dan Masyarakat saat ini dengan pengimplemntasian
Program Pengurangan Emisi Karbon Di Kampung Lakan Bilem juga
mengharapkan dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat terutama
dalam hal kesadaran lingkungan bagi Masyarakat Kabupaten Kutai Barat, dengan
adanya Program Pengurangan Emisi Karbon ini dapat juga memperkuat sistem
pengelolaan hutan dalam mengurangai deforestasi dan degradasi hutan serta
mengurangi produksi hutan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan
hutan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil peran Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Barat sebagai salah satu instansi Pemerintahan yang juga
memberikan penerapan Program Pengurangan Emisi Karbon. Pemerintah Daerah
diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan mengelola apa yang menjadi
kekurangan dalam sistem tata kelola hutan seperti mengatur memproduksi hutan
dan memperbaiki areal lahan yang rusak. Dinas Lingkungan Hidup juga termasuk
salah satu instansi pelayan masyarakat oleh sebab itu tentunya dibutuhkan suatu
sistem pengelolaan hutan dalam memperbaiki tata kelola hutan, melihat era saat
ini kurang nya pelastarian hutan yang membuat hilang nya areal hutan yang
banyak dihuni berbagai tumbuhan dan hewan, tidak salah jika Dinas Lingkungan.
Hidup Kabupaten Kutai Barat juga memberlakukan Program Pengurangan Emisi
Karbon.
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Sosialisasi Program

Program Pengurangan Emisi Karbon menjadi salah satu program yang
mampu mencegah deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh
pemalakan liar dan pembakaran secara berlebihan. Dalam hal itu Sosialisasi
Program Pengurangan Emisi karbon Di Kampung Lakan Bilem sebagai langkah
awal dalam mempersiapkan perencanaan dan penetapan dari sebuah kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga sebuah perencanaan yang baik akan
menghasilkan sebuah tujuan yang sesuai dengan target program pengurangan
emisi karbon tersebut.

Proses Sosialisasi Program Pengurangan Emisi Karbon yang
dilaksanakan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat melalui sistem yang telah
disiapkan dalam melaksanakan kegiatan Program Pengurangan Emisi yang mana
telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan dalam
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat Lakan
Bilem dalam mengelola lingkungan yang baik, dan juga upaya mengurangi
tingkat dampak dari deforestasi dan degradasi hutan di Kutai Barat.

Pihak Permerintah Kampung Lakan Bilem juga ikut berperan dalam
membantu menjalankan sosialisasi Program Pengurangan Emisi Karbon kepada
masyarakat agar memahami dampak dari program tersebut. Dan tujuan dari
Program Pengurangan Emisi Karbon juga program memberikan memanfaat untuk
hutan terhindar dari deforestasi dan degradasi secara berlebihan yang mana pada
dasarnya berdampak pada kehidupan masyarakat serta ekonomi dan lingkungan.

Pihak yang terlibat juga dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan
Pemerintah Kampung telah semaksimal mungkin dalam memberikan sosialisasi
terhadap Masyarakat dalam memberikan memahami dari tujuan Program
Pengurangan Emisi Karbon, sehingga respon baik dari masyarakat terhadap
program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Masih kurangnya sosialisasi dari
pemerintah dan juga dinas terkait pengimplementasian Program Pengurangan
Emisi Karbon dan pengimplementasian Program ini masih kurang mencakup
seluruh lini masyarakat serta pelaku penerima Program Pengurangan Emisi
Karbon di Kabupaten Kutai Barat. yang menjadi kendala serta penyebab dari
ketidak tahuan masyarakat tersebut, ini berbanding terbalik dari pernyataan pihak
Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan sudah melakukan Sosialisasi
menyeluruh dalam bentuk apapun tapi mengapa masih ada masyarakat yang
belum mengetahui mengenai Program ini.

Faktanya di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui
dengan adanya Program Pengurangan Emisi Karbon saat ini, Dalam hal ini Dinas
Lingkungan Hidup perlu melakukan evaluasi mengenai sosialisasi program
kepada masyarakat dan pemeriksaan langsung kelapangan bertemu masyarakat
secara rutin agar Dinas Lingkungan Hidup tahu apa saja yang menjadi kendala
selaku penerima Program tersebut.
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Sistem Pengelolaan

Dinas Lingkungan Hidup sudah mempersiapkan beberapa sistem
penganggaran untuk menciptakan suatu Program yang baik dan sesuai target yang
mana telah sesuai dengan perencanaan yang dirancang dalam meningkatkan
tujuan dari Program Pengurangan Emisi Karbon itu sendiri. Sistem pengelolaan
memenuhi keberhasilan dalam program dapat ditentukan melalui berbagai
koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan program
dengan baikdan akuntabel agar sesuai dengan proses implementasi program
pengurangan emisi karbon di kampung lakan bilem.

Sistem pengelolaan yang di rancang Dinas LKH memberikan kemudahan
Program berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan, hal ini merupakan bentuk
perencanaan DLH dalam menciptakan suatu pelayanan mudah efektif dan efisien
dalam sistem Pengelolaan dan ini merupakan cara DLH dalam meningkatkan
keberhasilan dalam kegiatan Pengurangan Emisi Karbon.

TABEL 1
PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2021-2023
NO TAHUN ANGGARAN PRESENTASE
Masuk Keluar
1 2021 438.429.600 | 384.543.100 87.71%
2 2022 - 53.886.500 12.29%
3 2023 404.727.600 - -
TOTAL | 2021-2023 | 848.156.600 | 438.429.600

Sumber : diolah penulis (2022)

Perencanaan, Pemerintah telah merancang berbagai pengelolaan
mekanisme Anggaran tahap Pertama yang telah terpakai pada tahun 2021-2022
yaitu Rp. 384.543.100 (tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat
puluh tiga ribu seratus ribu) atau 87,71 Persen dari anggaran Rp. 438.429.600
(empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam
ratus rupiah) yang telah disiapkan dari Pemerintah Kutai Barat dan sisa anggaran
yang belum terpakai sebesar Rp. 53.886.500 (lima puluh tiga juta delapan ratus
delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau 12,29 persen, dalam target
penurunan emisi sebesar 5 juta ton CO2 dan melaksanakan dalam melihat kondisi
wilayah hutan Lakan Bilem

Saat ini dan menyiapkan rancangan program yaitu Pengelolaan wisata,
Penanaman bibit pohon dan menyediakan fasilitas tong sampah yang tersebar
disetiap RT Kampung Lakan Bilem serta memberikan sosialisasi kepada
masyarakat agar memahami program yang akan dijalankan.

Kedua segi Penganggaran, dari keseluruhan anggaran yang telah
disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kutai
Barat dalam melaksanakan Program Pengurangan Emisi Karbon dalam beberapa
tahap, yaitu tahap pertama total sebesar Rp. 848.156.600 (delapan ratus empat
puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) untuk tahun
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2021-2023 dan yang telah dicairkan untuk tahun 2021-2022 sebesar Rp.
438.429.600 (empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan
ribu enam ratus rupiah) dan sisa anggaran yang belum dicairkan yatitu Rp.
409.727.600 (empat ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam
ratus rupiah) untuk di tahun 2023.
TABEL 2
Alur Pengawasan

Bupati
v

Dinas Lingkungan
Hidup

v

Pemerintah Kampung

v

Adat

Sumber : diolah penulis (2022)

Ketiga segi Pengawasan, melalui pemantauan secara langsung oleh Bupati
Kutai Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat, Pemerintah Kampung dan
Adat sebagai pengawas dalam kegiatan Program Pengurangan Emisi Karbon agar
program tersebut bisa berjalan dengan sesuai sasaran yang ditentukan oleh
pemerintah daerah dan untuk memenuhi target.

Melihat di lapangan bahwa DLH harus berperan langsung dalam
memberikan Pengarahan Kepada Masyarakat dalam meningkatkan Program
Pengurangan Emisi Karbon di Kampung Lakan Bilem yang mana kondisi hutan
telah mengalami kerusakan akibat pembakaran dan penebangan pohon yang
secara berlebihan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. kemudahan
terhadap pengelolaan hutan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
ekonomi mereka dengan syarat mengelola hutan secara berkelanjutan dan tidak
merusakan tempat tinggal habitat-habitat yang ada hutan tersebut.

Program Pengurangan Emisi Kabon memberikan keuntungan bagi
masyarakat dalam sektor ekonomi yang mana program ini juga dapat memberikan
memanfaat secara efektif dalam mengurangai dampak deforestasi dan degradasi.

Hal ini juga membantu memberikan kesempatan masyarakat dapat
mengelola hutan secara baik dalam meningkatkan ekonomi berbagai bentuk
perkebunan ataupun pertanian. dalam menerapkan Program Pengurangan Emisi
Karbon terutama dalam sektor perekonomian mampu memberikan kesejahteraan
bagi masyarakat yang mana pengarahan yang tepat kepada para penerima
Program sehingga dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan nya.
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Kesimpulan dan Rekomendasi
Kesimpulan

1.

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kepada masyarakat
mengenai kesadaran dalam melindungi hutan dan sistem penerapan dalam
program pengurangan emisi karbon belum berjalan secara maksimal, terbukti
dengan sebagian Masyarakat Lakan Bilem yang masih belum mengetahui
mengenai program pengurangan emisi karbon dalam pelaksanaan nya.

. Sistem Pengelolaan yang di rancang Dinas Lingkungan Hidup melalui

perencanaan, penganggaran, dan pengawasan telah sesuai dengan yang di
rencanakan dari berbagai pendanaan dan program pengurangan emisi karbon
yang telah disiapkan dalam memenuhi tingkat kerberhasilan untuk mengurangi
dampak deforestasi dan degdradasi hutan.

Kondisi Lingkungan yang mana sebagian besar belum mencapai target yangdi
rencanakan Dinas Lingkungan Hidup, dan juga masih ada pembukaan lahan
dengan cara membakar dan menebang secara berlebihan, hal ini dikarenakan
Masyarakat Lakan Bilem sendiri masih menggunakan metode Pertanian
tradisional yang mana pembukaan lahan dengan cara membakar dan
penebang pohon-pohon yang dapat memicu meningkatnya dampak dari
deforestasi dan degradasi hutan secara berlebihan.

Ekonomi mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang mana
melalui Progran Pengurangan Emisi Karbon mampu memperbaiki arealhutan
yang telah rusak dan memgembalikan tanah menjadi subur serta melindungi
berbagai habitat yang hidup di hutan, dan juga dapat memberikan pendapatan
masyarakat dan daerah dalam sektor perkebunan ataupu pertanian.

Rekomendasi

1.

Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat dalam sosialisai kepada masyarakat
Lakan Bilem yang mengenai pelaksanaan program penguramgam emisi
karbon, faktanya di lapangan masih ada Masyarakat Lakan Bilem yang belum
mengetahui adanya Program Emisi Karbon itu sendiri, Alangkah baik nya
Dinas Lingkungan Hidup menyediakan Sosialisasi yang berbentuk yaitu,
musyarawah bersama Masyarakat, Menyediakan spanduk, dan alur
Pelaksanaan Program Emisi Karbon melalui Banner, agar Masyarakat Lakan
Bilem lebih memahami secara mudah dan praktis.

. Berharap Kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan di kawasan

Hutan Di Kampung Lakan Bilem dapat memantau Masyarakat dalam
Pengelolaan Hutan yang mana banyak sebagian besar dari Masyarakat Lakan
Bilem tidak tahu bagaimana cara mengelola hutan dengan baik, sehingga
banyak dari Masyarakat itu sendiri mengelola hutan secara berlebihan.
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3. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dan
Pemerintahan Kampung Lakan Bilem lebih baik lagi dalam kerjasama yang
sudah terjalin lama bisa lebih maksimal lagi dalam kerja sama memberikan
pemahaman Kepada Masyarakat Lakan Bilem dalam Penerapan Program
Pengurangan Emisi Karbon ataupun bisa Staf Dinas Lingkungan Hidup yang
bertanggung jawab atas Program Emisi Karbon atau bisa juga bersama
masyarakat yang ada Di Kampung Lakan Blem melakukan survey secara
rutin Di Kampung Lakan Bilem untuk melihat apa saja kendala-kendala yang
ada di lapangan.
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